LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR :

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015



BAB I   

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keungan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pemerintah Kabupaten pemalang sebagai entitas pelaporan berkewajiban pula untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggunjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pemalang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101 yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya pada Pasal 102 ayat (1) ditentukan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan Laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan termasuk Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sitematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas


Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan/diamanahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen


Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2016 sehingga akan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 
(c) Transparansi


Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan sebagai pihak yang memberikan amanah maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan termasuk ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergeneration equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan dalam membiayai seluruh pengeluarannya.  Dari sini dapat diketahui apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung pengeluaran tersebut (dengan melihat informasi yang berkenaan dengan kewajiban/hutang daerah).
Kemudian pada Paragraf 26 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan diyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi  yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a)  Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;

b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporanserta hasil-hasil yang telah dicapai;

d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e) Menyediakan informasi menegenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang dari pungutan pajak dan pinjaman;

f)   Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.   Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016.
11.   Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21).

12.   Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
13.   Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
14.   Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016;
15.   Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

16.   Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 Tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
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BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET 
KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO
Kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,31  %, turun bila dibandingkan dengan  tahun 2015 yang sebesar 5,5 %. Inflasi selama Tahun 2016 adalah sebesar 2,33 %. Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 sebesar 1.292.573 jiwa (hasil proyeksi berdasarkan Sensus). 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang

Tahun 2011-2016 (%)
[image: image2.emf]Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Pendapatan 2.264.674.144.000,00          2.112.514.280.374,00          93,28

Belanja 2.482.456.475.000,00          2.163.136.735.963,00          87,14

Surplus/(Defisit) (217.782.331.000,00)            (50.622.455.589,00)              23,24

Penerimaan Pembiayaan 265.874.585.000,00             264.942.785.076,00             99,65

Pengeluaran Pembiayaan 48.092.254.000,00               47.853.626.551,00               99,50

Pembiayaan Netto 217.782.331.000,00             217.089.158.525,00             99,68

SILPA -                                            166.466.702.936,00            


Sementara dengan kegiatan pembangunan yang dikerjakan dari tahun ke tahun diharapkan kecenderungan pertumbuhan ekonominya meningkat. Adapun kontribusi masing-masing sektor pada PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2016 adalah sebagai berikut:  Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan sektor pertanian menyumbangkan 27,68 %, Sektor Pertambangan & Penggalian 5,08%,  Sektor Industri Pengolahan 20,33%, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,08%, Sektor Pengadaan Air, Sektor Pengolahan Sampah, Sektor Limbah dan Daur Ulang 0,07%,  Sektor Konstruksi 4,13%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,33%, Sektor Transportasi dan Pergudangan 2,60%,  Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,08%, Sektor Informasi dan Komunikasi1,90%,  Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 3,01%,  Sektor Real Estate 1,62%, Sektor Jasa Perusahaan 0,34%, Sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,34%, Sektor Jasa Pendidikan 5,79%, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial1,03%, Sektor Jasa Lainnya 2,58%.
Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2016 (dalam juta rupiah) sebesar Rp 20.094.843,72 yang terdiri dari :  
[image: image3.emf](dalam Rupiah)

Kode Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi Lebih/Kurang %

1 PENDAPATAN 2.264.674.144.000,00 2.112.514.280.374,00 (152.159.863.626,00) 93,28

Urusan Wajib 2.260.044.144.000,00 2.107.696.429.069,00 (152.347.714.931,00) 93,26

Kesehatan

128.956.000.000,00 138.111.437.277,00 9.155.437.277,00 107,10

Dinas Kesehatan

63.956.000.000,00 67.167.553.730,00 3.211.553.730,00 105,02

RSUD dr. M. Ashari

65.000.000.000,00 70.943.883.547,00 5.943.883.547,00 109,14

Pekerjaan Umum

420.000.000,00 476.737.500,00 56.737.500,00 113,51

Dinas Pekerjaan Umum

420.000.000,00 476.737.500,00 56.737.500,00 113,51

Perhubungan

1.525.000.000,00 1.475.038.000,00 (49.962.000,00) 96,72

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.525.000.000,00 1.475.038.000,00 (49.962.000,00) 96,72

Kependudukan dan Catatan Sipil

260.000.000,00 223.610.000,00 (36.390.000,00) 86,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

260.000.000,00 223.610.000,00 (36.390.000,00) 86,00


Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan sektor pertanian menyumbangkan Rp5.562.781,98, Sektor Pertambangan & Penggalian Rp. 1.021.462,19,  Sektor Industri Pengolahan Rp. 4.084757,48, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Rp. 16.329,76, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp. 14.428,73,  Sektor Konstruksi Rp. 829.427,62, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp. 3.081.300,61, Sektor Transportasi dan Pergudangan Rp. 522.723,34,  Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp. 1.021.182,75, Sektor Informasi dan Komunikasi Rp. 381.433,90,  Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi  Rp. 604.314,29,  Sektor Real Estate Rp. 326.327,85, Sektor Jasa Perusahaan Rp. 68.908,42, Sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp. 671.048,98, Sektor Jasa Pendidikan Rp 1.162.942,52, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp. 206.705,42, Sektor Jasa Lainnya Rp. 518.767,88.
2.2
KEBIJAKAN KEUANGAN
Dalam penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2016 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten Pemalang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun 2016.
Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 dalam penyusunannya berpedoman pula  pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

Arah Kebijakan Anggaran


Dalam sistem anggaran kinerja, arah kebijakan anggaran merupakan  instrumen perencanaan anggaran. disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Kebijakan Anggaran Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi target daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Dalam APBD, Pendapatan daerah merupakan elemen yang vital perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun  dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, disamping perannya untuk menjaga kelangsungan fiskal daerah.
Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 beserta perubahannya, maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a)  Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

i. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

ii. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

iii. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

iv. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

v. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

vi. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : 

i. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan modal (profit oriented) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan 

ii. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah :

i. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

ii. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. 

2) Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah memberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows program.Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

Pendapatan dari DBH dari Pusat telah dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016, yang meliputi DBH-Pajak dan DBH-SDA (Sumber Daya Alam). DBH-Pajak terdiri dari DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Minyak Bumi-Gas Bumi, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh)  yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Sedangkan DBH-SDA terdiri dari DBH-SDA Kehutanan, DBH-SDA Mineral dan Batubara, DBH-SDA Perikanan, DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH-SDA Panas Bumi.

b) Khusus untuk pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), selain didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 juga didasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.
c) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU telah menggunakan pagu definitif DAU Tahun Anggaran 2016, berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.

d) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penganggaran DAK telah menggunakan pagu definitif DAU Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2016 arah kebijakan DAK adalah mengalihkan anggaran Kementerian/Lembaga (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang menjadi urusan daerah ke DAK. Begitu pula dengan dana transfer lainnya (BOS-PAUD, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) direalokasi ke dalam DAK non fisik.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Penetapan pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, besaran pagunya menggunakan pagu definitif yang diterima pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan mempertimbangkan realisasi pada semester I tahun berjalan, serta menampung dana bagi hasil pajak kurang salur tahun anggaran 2015. Sedangkan Dana Bantuan Keuangan Provinsi telah juga dianggarkan dengan menggunakan pagu definitif berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015.

b) Penganggaran Dana Penyesuaian yang terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD dan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang semula dianggarkan dengan menggunakan alokasi definitif tahun anggaran 2015, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tidak lagi dianggarkan pada kelompok Dana Penyesuaian karena adanya kebijakan pengalihan akun ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kelompok Dana Perimbangan.
c) Penganggaran alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat, telah menggunakan pagu definitif tahun anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.
d) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perseorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. 
Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran. antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.
Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan target pencapaian IPM Tahun 2015 yang baru sebesar 63,7 diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.
Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:
1) Penggunaan anggaran untuk Pendidikan minimal sebesar 20 % dari anggaran APBD 2016;

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;

3) Peningkatan anggaran untuk infrastruktur jalan dan irigasi termasuk bantuan untuk infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi pertanian dan industri manufaktur;

4) Peningkatan anggaran untuk pembukaan lapangan kerja, padat karya, informasi kerja, pengembangan investasi yang bermuara pada pengurangan kemiskinan. Berkaitan dengan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang, hal ini sejalan dengan Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang.
Kebijakan belanja tahun 2016 juga berupaya mengedepankan efisiensi anggaran, mempertahankan serta memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat hasil Musyawarah Perencanan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. 

Kebijakan belanja tahun 2016 dalam implementasinya mendasarkan pada RTRW Kabupaten Pemalang sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011, yaitu mengarahkan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dengan mengarahkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka memanfaatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu guna perwujudan ruang tersebut pada Tahun 2016 program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Perda Nomor 3 Tahun 2011 yaitu antara lain:
1) Penyusunan Kajian Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pemalang
2) Penyusunan Kebijakan Pembangunan Wilayah Terpadu 
3) Penguatan BKPRD

Selanjutnya implementasi dari penguatan agenda Pemalang Hebat, sekaligus sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, maka pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan kegiatan yang bertujuan pada:
1) Menyediakan SDM Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme

2) Menanamkan nilai-nilai pancasila kepada para penyelenggara negara dan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu implementasi tersebut maka direncanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 yaitu : Program Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan lain lain.
Disamping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, maka kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung, meliputi:

a) Belanja Pegawai

i. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas sebesar gaji pokok;

ii. Penganggaran belanja pegawai untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 

iii. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan  dalam APBD.

iv. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. 

v. Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, pemerintah daerah menganggarkan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan tempat bertugas yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
vi. Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfataan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

vii. Tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
b) Belanja Bunga


Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang dengan menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016.

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial


Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman padaPeraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

d) Belanja Bagi Hasil Pajak


Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah daerah menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak dan retribusi daerah.

e) Belanja Bantuan Keuangan

i. Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus. 

ii. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan kemasyarakatan.


Selain itu, pemerintah daerah secara bertahap menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

iii. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013. 

f) Belanja Tidak Terduga


Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2014 dan 2015, serta kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2016, dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a) Penganggaran belanja dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.


Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.


Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.


Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

b) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

c) Belanja Barang dan Jasa

i. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

ii. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

iii. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015.

iv. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada RSUD setempat/RSUP di daerah.

v. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
vi. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
vii. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah. 
viii. Penganggaran untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

ix. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. 

x. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa  pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah daerah bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi penyelenggara.

Orientasi dan pendalaman tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 34 Tahun 2013.

Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis,  sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan :

· Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

· Badan Litbang Kemendagri sesuai tugas dan fungsinya

· Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan, dan
· Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan.

xi. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menpan-RB Nomor 6 Tahyun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

xii. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
· Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk kepala daerah/wakil kepala daerah;
· Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
· Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tariff hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
· Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.
xiii. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

xiv. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
d) Belanja Modal

i. Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
ii. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
iii. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
iv. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capatalization threshold).Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.  

v. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capatalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
1) Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD Induk dianggarkan berdasarkan perhitungan estimasi sebesar Rp48.100.000.000,00 pada Perubahan APBD meningkat menjadi sebesar Rp261.474.585.000,00 atau bertambah sebesar Rp213.374.585.000,00 (443,61%). Angka definitif SiLPA ini didasarkan pada LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 dan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

b) Penerimaan kembali pemberian pinjaman yang semula ditetapkan sebesar Rp4.400.000.000,00 pada Perubahan APBD tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp4.400.000.000,00.

2) Pengeluaran Pembiayaan
a) Perubahan pengeluaran pembiayaan terjadi pada pos penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, yang semula dianggarkan sebesar Rp19.712.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp43.615.000.000,00 atau naikRp23.903.000.000,00 (121,26%) yang dimaksudkan untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan pada beberapa BUMD, yaitu Bank Jateng, PD Bank Pemalang, PD BKK Pemalang. Pada PD Bank Pemalang diberikan tambahan penyertaan modal sebesarRp1.750.000.000,00; PD BKK Pemalang mendapatkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp3.390.000.000,00 yang dimaksudkan guna pemenuhan kekurangan modal disetor dalam rangka perubahan status dari PD BKK Jateng menjadi PT. BPR BKK Jateng yang saat ini masih dalam proses pengajuan ijin prinsip ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan Bank Jateng diberikan tambahan penyertaan modal dalam bentuk konversi setoran modal atas pembagian hasil penarikan kredit macet AMU, sisa laba ditahan tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya, serta cadangan umum yang seluruhnya berjumlah sebesarRp21.763.000.000,00dan  dianggarkan secara cash in - cash out.
b) Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang tidak mengalami perubahan adalah pada komponen pembayaran pokok utang sebesarRp477.254.000,00 dan pemberian pinjaman daerah sebesar  Rp4.000.000.000,00. 

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Dalam konteks tersebut maka  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang mengarahkan pengelolaan keuangan pada jalur pencapaian target kinerja dari setiap urusan, program dan kegiatan yang telah direncanakan pada setiap level periodesasinya.

Visi jangka panjang Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah ”Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejatera”. Berdasarkan visi jangka panjang tersebut dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2011-2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 yaitu:

”Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”


Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun keenam dari implementasi RPJMD 2011–2016.  Secara umum pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD TA 2016 sebagai berikut:
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Kode Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi Lebih/Kurang %

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

6.725.000.000,00 6.627.924.425,00 (97.075.575,00) 98,56

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan

6.725.000.000,00 6.627.924.425,00 (97.075.575,00) 98,56

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian

2.122.158.144.000,00 1.960.756.041.867,00 (161.402.102.133,00) 92,39

Sekretariat Daerah

35.000.000,00 38.707.455,00 3.707.455,00 110,59

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 

Aset Daerah

2.119.683.144.000,00 1.957.618.109.712,00 (162.065.034.288,00) 92,35

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 2.440.000.000,00 3.099.224.700,00 659.224.700,00 127,02

Urusan Pilihan 4.630.000.000,00 4.817.851.305,00 187.851.305,00 104,06

Pertanian

230.000.000,00 395.371.000,00 165.371.000,00 171,90

Dinas Pertanian dan Kehutanan 230.000.000,00 395.371.000,00 165.371.000,00 171,90

Pariwisata

2.900.000.000,00 2.724.445.950,00 (175.554.050,00) 93,95

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.900.000.000,00 2.724.445.950,00 (175.554.050,00) 93,95

Kelautan dan Perikanan

1.500.000.000,00 1.698.034.355,00 198.034.355,00 113,20

Dinas Kelautan dan Perikanan 1.500.000.000,00 1.698.034.355,00 198.034.355,00 113,20


Adapun realisasi pendapatan dan belanja per urusan pemerintahan pada pelaksanaan APBD TA 2016 adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN

Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Pemalang

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan
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Kode Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi Lebih/Kurang %

2 BELANJA 2.482.456.475.000,00  2.163.136.735.963,00  (319.319.739.037,00) 87,14

Urusan Wajib 2.372.003.630.500,00  2.061.264.036.646,00  (310.739.593.854,00) 86,90

Pendidikan

997.399.327.250,00 813.957.554.587,00 (183.441.772.663,00) 81,61

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 997.399.327.250,00 813.957.554.587,00 (183.441.772.663,00) 81,61

Kesehatan 358.841.468.250,00 293.462.646.310,00 (65.378.821.940,00) 81,78

Dinas Kesehatan

214.371.984.250,00 161.359.823.018,00 (53.012.161.232,00) 75,27

RSUD dr. M. Ashari 144.469.484.000,00 132.102.823.292,00 (12.366.660.708,00) 91,44

Pekerjaan Umum

312.775.925.250,00 288.217.956.297,00 (24.557.968.953,00) 92,15

Dinas Pekerjaan Umum 312.309.420.250,00 287.783.768.015,00 (24.525.652.235,00) 92,15

Sekretariat Daerah 466.505.000,00 434.188.282,00 (32.316.718,00) 93,07

Perumahan

7.165.000.000,00 7.096.718.973,00 (68.281.027,00) 99,05

Dinas Pekerjaan Umum 7.165.000.000,00 7.096.718.973,00 (68.281.027,00) 99,05

Penataan Ruang

1.455.207.500,00 1.264.377.229,00 (190.830.271,00) 86,89

Bappeda 1.455.207.500,00 1.264.377.229,00 (190.830.271,00) 86,89

Perencanaan Pembangunan

15.796.061.500,00 14.634.427.522,00 (1.161.633.978,00) 92,65

Bappeda 15.068.746.500,00 14.014.849.529,00 (1.053.896.971,00) 93,01

Sekretariat Daerah 727.315.000,00 619.577.993,00 (107.737.007,00) 85,19

Perhubungan

13.109.952.000,00 12.509.737.402,00 (600.214.598,00) 95,42

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 13.109.952.000,00 12.509.737.402,00 (600.214.598,00) 95,42

Lingkungan Hidup

13.171.203.000,00 12.518.048.781,00 (653.154.219,00) 95,04

Dinas Pekerjaan Umum 5.315.000.000,00 4.946.069.282,00 (368.930.718,00) 93,06

Kantor Lingkungan Hidup 7.856.203.000,00 7.571.979.499,00 (284.223.501,00) 96,38

Pertanahan

690.000.000,00 447.134.847,00 (242.865.153,00) 64,80

Sekretariat Daerah 690.000.000,00 447.134.847,00 (242.865.153,00) 64,80

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.984.257.000,00 10.271.174.860,00 (713.082.140,00) 93,51

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.984.257.000,00 10.271.174.860,00 (713.082.140,00) 93,51

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak

1.105.000.000,00 1.043.188.715,00 (61.811.285,00) 94,41

Sekretariat Daerah 345.000.000,00 283.457.215,00 (61.542.785,00) 82,16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 

Berencana

760.000.000,00 759.731.500,00 (268.500,00) 99,96

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.754.339.200,00 3.659.619.200,00 (94.720.000,00) 97,48

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 

Berencana

3.754.339.200,00 3.659.619.200,00 (94.720.000,00) 97,48

Sosial 3.146.700.000,00 2.977.990.543,00 (168.709.457,00) 94,64

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2.271.700.000,00 2.242.397.480,00 (29.302.520,00) 98,71

Sekretariat Daerah 875.000.000,00 735.593.063,00 (139.406.937,00) 84,07

Tenaga Kerja 11.497.817.000,00 11.018.231.445,00 (479.585.555,00) 95,83

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 11.497.817.000,00 11.018.231.445,00 (479.585.555,00) 95,83

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 21.800.669.750,00 21.092.810.287,00 (707.859.463,00) 96,75

Dinas Koperasi,  Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan

21.800.669.750,00 21.092.810.287,00 (707.859.463,00) 96,75

Penamaman Modal

814.676.000,00 724.243.526,00 (90.432.474,00)

88,90

Sekretariat Daerah 362.000.000,00 299.639.620,00 (62.360.380,00) 82,77

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 452.676.000,00 424.603.906,00 (28.072.094,00) 93,80

Kebudayaan 1.162.550.000,00 1.063.331.480,00 (99.218.520,00) 91,47

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.162.550.000,00 1.063.331.480,00 (99.218.520,00) 91,47

Pemuda dan Olahraga

1.435.000.000,00 1.395.712.450,00 (39.287.550,00)

97,26

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 1.400.000.000,00 1.363.607.450,00 (36.392.550,00) 97,40

Sekretariat Daerah 35.000.000,00 32.105.000,00 (2.895.000,00) 91,73
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Kode Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Setelah 

Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) %

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16.122.840.000,00 14.097.230.200,00 (2.025.609.800,00) 87,44

Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan 

Masyarakat

4.310.456.000,00 3.918.805.033,00 (391.650.967,00) 90,91

Badan Penanggulanagan Bencana Daerah

4.453.467.000,00 3.624.031.321,00 (829.435.679,00) 81,38

Satuan Polisi Pamong Praja

6.508.917.000,00 5.848.110.815,00 (660.806.185,00) 89,85

Sekretariat Daerah 850.000.000,00 706.283.031,00 (143.716.969,00) 83,09

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian

547.356.702.500,00 519.156.634.917,00 (28.200.067.583,00) 94,85

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan

159.000.000,00 158.897.500,00 (102.500,00) 99,94

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11.810.376.000,00 11.283.124.649,00 (527.251.351,00) 95,54

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 183.044.000,00 145.814.642,00 (37.229.358,00) 79,66

Sekretariat Daerah 36.867.752.500,00 34.746.241.190,00 (2.121.511.310,00) 94,25

Sekretariat DPRD 34.332.310.000,00 29.782.961.810,00 (4.549.348.190,00) 86,75

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 

Aset Daerah

389.229.660.000,00 376.157.000.941,00 (13.072.659.059,00) 96,64

Inspektorat 9.495.917.500,00 8.719.862.437,00 (776.055.063,00) 91,83

Badan Kepegawaian Daerah 12.925.460.500,00 11.321.358.054,00 (1.604.102.446,00) 87,59

Kecamatan Moga 2.113.325.500,00 1.925.669.145,00 (187.656.355,00) 91,12

Kecamatan Pulosari 2.277.270.000,00 2.022.312.036,00 (254.957.964,00) 88,80

Kecamatan Belik 2.148.385.000,00 1.832.283.024,00 (316.101.976,00) 85,29

Kecamatan Watukumpul 2.236.016.000,00 2.002.259.931,00 (233.756.069,00) 89,55

Kecamatan Bodeh 2.394.164.000,00 2.129.203.830,00 (264.960.170,00) 88,93

Kecamatan Bantarbolang 2.101.904.000,00 1.835.403.519,00 (266.500.481,00) 87,32

Kecamatan Randudongkal 2.553.120.000,00 2.217.066.703,00 (336.053.297,00) 86,84

Kecamatan Pemalang 3.129.151.000,00 2.939.057.415,00 (190.093.585,00) 93,93

Kecamatan Taman 3.071.399.000,00 2.759.898.735,00 (311.500.265,00) 89,86

Kecamatan Petarukan 2.857.933.000,00 2.514.645.458,00 (343.287.542,00) 87,99

Kecamatan Ampelgading 2.140.547.000,00 2.055.678.951,00 (84.868.049,00) 96,04

Kecamatan Comal 2.380.462.000,00 2.092.688.358,00 (287.773.642,00) 87,91

Kecamatan Ulujami 2.491.252.000,00 2.188.963.329,00 (302.288.671,00) 87,87

Kecamatan Warungpring 1.816.009.000,00 1.652.825.195,00 (163.183.805,00) 91,01

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 3.094.101.000,00 2.933.580.220,00 (160.520.780,00) 94,81

Kelurahan Kebondalem 1.368.596.000,00 1.212.671.461,00 (155.924.539,00) 88,61

Kelurahan Pelutan 1.335.272.000,00 1.153.684.807,00 (181.587.193,00) 86,40

Kelurahan Sugihwaras 1.468.312.000,00 1.330.214.953,00 (138.097.047,00) 90,59

Kelurahan Mulyoharjo 1.471.644.000,00 1.277.783.361,00 (193.860.639,00) 86,83

Kelurahan Bojongbata 1.387.828.000,00 1.125.842.113,00 (261.985.887,00) 81,12

Kelurahan Paduraksa 2.048.533.000,00 1.858.839.218,00 (189.693.782,00) 90,74

Kelurahan Widuri 1.090.692.000,00 968.118.763,00 (122.573.237,00) 88,76

Kelurahan Wanarejan Selatan

1.396.161.000,00 1.239.626.113,00

(156.534.887,00) 88,79

Kelurahan Beji 1.227.123.000,00 1.084.827.262,00 (142.295.738,00) 88,40

Kelurahan Petarukan 1.422.775.000,00 1.274.714.377,00 (148.060.623,00) 89,59

Kelurahan Purwoharjo 1.196.007.500,00 1.090.460.167,00 (105.547.333,00) 91,18

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 

Berencana

135.200.000,00 123.055.250,00 (12.144.750,00) 91,02

Ketahanan Pangan

5.370.823.000,00 5.042.212.161,00 (328.610.839,00) 93,88

Sekretariat Daerah 713.733.000,00 611.339.470,00 (102.393.530,00) 85,65

Kantor Ketahanan Pangan 4.657.090.000,00 4.430.872.691,00 (226.217.309,00) 95,14

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

18.173.799.300,00 17.462.561.344,00 (711.237.956,00) 96,09

Sekretariat Daerah 170.000.000,00 150.589.662,00 (19.410.338,00) 88,58

Kantor Ketahanan Pangan 18.003.799.300,00 17.311.971.682,00 (691.827.618,00) 96,16

Statistik

232.370.000,00 223.240.000,00 (9.130.000,00) 96,07

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 232.370.000,00 223.240.000,00 (9.130.000,00) 96,07

Kearsipan

2.212.537.000,00 2.061.938.788,00 (150.598.212,00) 93,19

Sekretariat Daerah 76.520.000,00 68.626.100,00 (7.893.900,00) 89,68

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2.136.017.000,00 1.993.312.688,00 (142.704.312,00) 93,32

Komunikasi dan Informatika

5.868.705.000,00 5.306.773.982,00 (561.931.018,00) 90,42

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.514.920.000,00 1.445.713.143,00 (69.206.857,00) 95,43

Sekretariat Daerah 3.770.647.500,00 3.355.066.694,00 (415.580.806,00) 88,98

Sekretariat DPRD 583.137.500,00 505.994.145,00 (77.143.355,00) 86,77

Perpustakaan

560.700.000,00 558.540.800,00 (2.159.200,00) 99,61

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 560.700.000,00 558.540.800,00 (2.159.200,00) 99,61

Urusan Pilihan 110.452.844.500,00 101.872.699.317,00 (8.580.145.183,00) 92,23

Pertanian

35.263.425.250,00 33.470.329.966,00 (1.793.095.284,00) 94,92

Dinas Pertanian dan Kehutanan 35.263.425.250,00 33.470.329.966,00 (1.793.095.284,00) 94,92

Kehutanan

2.898.865.000,00 2.888.829.542,00 (10.035.458,00) 99,65

Dinas Pertanian dan Kehutanan 2.898.865.000,00 2.888.829.542,00 (10.035.458,00) 99,65

Energi dan Sumber Daya Mineral

2.165.000.000,00 1.978.745.500,00 (186.254.500,00) 91,40

Dinas Pekerjaan Umum 2.165.000.000,00 1.978.745.500,00 (186.254.500,00) 91,40

Pariwisata

22.270.997.000,00 20.505.856.452,00 (1.765.140.548,00) 92,07

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 22.270.997.000,00 20.505.856.452,00 (1.765.140.548,00) 92,07

Kelautan dan Perikanan

16.369.092.250,00 15.944.725.625,00 (424.366.625,00) 97,41

Dinas Kelautan dan Perikanan 16.369.092.250,00 15.944.725.625,00 (424.366.625,00) 97,41

Perdangangan

27.880.465.000,00 23.790.592.545,00 (4.089.872.455,00) 85,33

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan

27.880.465.000,00 23.790.592.545,00 (4.089.872.455,00) 85,33

Perindustrian

2.890.000.000,00 2.601.793.500,00 (288.206.500,00) 90,03

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan

2.890.000.000,00 2.601.793.500,00 (288.206.500,00) 90,03

Transmigrasi

715.000.000,00 691.826.187,00 (23.173.813,00) 96,76

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 715.000.000,00 691.826.187,00 (23.173.813,00) 96,76


b. BELANJA

Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Pemalang 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja
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(Entitas Akuntansi)

1 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

2 1.02.01 Dinas Kesehata

3 1.02.02 RSUD dr. M. Ashari

4 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

5 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

7 1.08.01 Kantor Lingkungan Hidup

8 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9 1.14.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

10 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

11 1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

12 1.19.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

13 1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja

14 1.20.03 Sekretariat Daerah

15 1.20.04 Sekretariat DPRD

16 1.20.08 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

17 1.20.09 Inspektorat

18 1.20.10 Badan Kepegawaian Daerah

19 1.20.12 Kecamatan Moga

20 1.20.13 Kecamatan Pulosari

21 1.20.14 Kecamatan Belik

22 1.20.15 Kecamatan Watukumpul

23 1.20.16 Kecamatan Bodeh

24 1.20.17 Kecamatan Bantarbolang

25 1.20.18 Kecamatan Randudongkal

26 1.20.19 Kecamatan Pemalang

27 1.20.20 Kecamatan Taman

28 1.20.21 Kecamatan Petarukan

29 1.20.22 Kecamatan Ampelgading

30 1.20.23 Kecamatan Comal

31 1.20.24 Kecamatan Ulujami

32 1.20.25 Kecamatan Warungpring

33 1.20.30 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

34 1.20.31 Kelurahan Kebondalem

35 1.20.32 Kelurahan Pelutan

36 1.20.33 Kelurahan Sugihwaras

37 1.20.34 Kelurahan Mulyoharjo

38 1.20.35 Kelurahan Bojongbata

39 1.20.36 Kelurahan Paduraksa

40 1.20.37 Kelurahan Widuri

No Kode Satuan
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41 1.20.38 Kelurahan Wanarejan Selatan

42 1.20.39 Kelurahan Beji

43 1.20.40 Kelurahan Petarukan

44 1.20.41 Kelurahan Purwoharjo

45 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan

46 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

47 1.24.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

48 2.01.01 Dinas Pertanian dan Kehutanan

49 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

50 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

No Kode Satuan


3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN 
3.2.1   PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENCAPAIAN TARGET REALISASI PENDAPATAN
a. Permasalahan

1) 
Pembaharuan Data Terkini Potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

Sampai dengan saat ini belum semua data nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan yang dijadikan dasar perhitungan PBB menggambarkan jumlah dan nilai riil (pasar) pada kondisi terkini. Hal ini menjadi potensi yang belum secara massif dioptimalkan dalam meningkatkan potensi penerimaan pendapatan PBB P2. 

2) 
Penerimaan Pendapatan yang Bukan Merupakan Tugas Pokok Fungsi SKPD Tertentu Melainkan Dampak dari Tugas Pokok Pelayanan kepada Masyarakat.

Secara umum tugas pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD adalah menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan nilai dasar tersebut maka fokus utama dari beberapa SKPD pengelola pendapatan adalah memberikan pelayanan terbaik bukan pada penerimaan pendapatannya. Hal inilah kiranya yang menjadikan beberapa objek retribusi tidak mencapai target seperti retribusi penyediaan/penyedotan kakus di DPU yang dikelola oleh Unit Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan.

b. Solusi

1) 
Optimalisasi Pembaharuan Data Potensi Pendapatan PBB P2


Pemerintah Kabupaten Pemalang terus melaksanakan beberapa langkah untuk mengoptimalkan pendapatan Pajak PBB dengan memperbarui data objek pajak sesuai dengan kondisi terkini. Dengan demikian diharapkan akan ada penyesuaian/penambahan nilai objek pajak yang sudah ada maupun penambahan wajib pajak yang belum terdaftar. Dengan demikian diharapkan desentralisai PBB P2 ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah.

2) 
Perubahan Paradigma Pengelolaan Pendapatan dan Percepatan Pembangunan.


Bahwa untuk mendukung percepatan peningkatan pelayanan dibutuhkan pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan dana perimbangan. Untuk itu Pemerintah Daerah terus selalu mendorong dan memberikan insentif agar semangat peningkatan pelayanan terus dilaksanakan diiringi dengan usaha peningkatan penerimaan PAD yang pada akhirnya akan digunakan kembali untuk meningkatkan kulitas pelayanan itu sendiri.
3.2.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENCAPAIAN TARGET REALISASI BELANJA
a. Permasalahan

1) Masih Terbatasnya Ruang Fiskal 

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dibutuhkan  jumlah belanja daerah yang besar. Tetapi sampai dengan saat ini postur anggaran Pemerintah Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai, belanja operasional kantor, dan berbagai belanja wajib lainnya seperti belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, pendampingan program-program nasional dan lain-lain.
Kondisi ini menyebabkan alokasi anggaran belanja yang tersedia untuk membiayai program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperluas pembangunan infrastruktur dan peningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas.
2) Permasalahan regulasi


Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)  berpedoman pada regulasi yang diterbitkan oleh kementrian teknis berkenaan. Jika regulasi dimaksud diterbitkan terlambat maka akan menjadikan pelaksanaan kegiatan terhambat.

3) Kesesuaian Kapasitas Kelembagaan


Aspek ini berkenaan dengan dampak dari besarnya rentang kendali dan determinasi pencapaian visi dan misi, serta pelaksanaan program kegiatan.  SKPD dengan jumlah anggaran yang besar, menjadi inti dari visi dan dengan jumlah sumberdaya yang besar harus diwadahi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dalam hal struktur, sistem kerja dan kualitas personelnya. Jika tidak, hal ini berpotensi menimbulkan disorientasi pelaksanaan misi tugas pokok dan fungsi suatu SKPD serta kurang optimalnya tingkat penyerapan belanja APBD.

b. Solusi

1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mencukupi kebutuhan pendanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pemalang terus mengupayakan upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Berbagai langkah peningkatan daya saing daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. 

2) Meningkatkan fokus dan prioritas dalam perhitungan alokasi anggaran agar secara efektif dapat mencapai visi Pemalang Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjati Diri, Mandiri dan Sejahtera diantaranya dengan mengarahkan alokasi sesuai tematik capaian pada tahunanggaran berkenaan. 

3) Melakukan analisa beban kerja termasuk jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan sehingga selanjutnya dapat menjadi pertimbangan dalam tatalaksana organisasi pada setiap SKPD guna optimalisasi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.

BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS  PELAPORAN


Entitas Pelaporan adalah  Pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretariat Daerah beralamat di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang.  Entitas pelaporan ini terdiri dari 50 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan 48 entitas akuntansi yaitu:
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1 Tanah 1.

2.

3.

4.

5.

2

Peralatan dan Mesin

a.

1.

2.

3.

4.

5.

b. 1.

a. Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

d. Jasa Konsultan;

2.

a. Biaya Bahan Baku;

b. Upah Tenaga Kerja;

c. Sewa Peralatan;

d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e. Jasa Konsultan;

f. Biaya Perizinan;

3 Gedung dan Bangunan 1.

a. Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

d. Jasa Konsultan;

e. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran bangunan lama;

Aset Tetap Belanja/Pengeluaran

Pembelian Peralatan

dan Mesin siap dipakai

Harga Pembelian/Pembebasan Tanah;

Biaya Pembebasan/Ganti Rugi;

Biaya-biayayangdikeluarkandalamrangkamemperolehhak

(BiayaPembuatanSertifikat,PelepasanHak,PermohonanHak

Pakai Tanah);

BiayaPematangan,Pematokan,Pengukuran,danPerurugan/

Penimbunan;

Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli

tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkan

Harga Pembelian Peralatan dan Mesin (PPN & PPh)

Ongkos Angkut;

Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

Biaya Asuransi Pengiriman;

Biaya Instalasi/Pemasangan;

Biaya selama masa Uji Coba;

Pembuatan Peralatan

dan Mesin

Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

Yang dilaksanakan secara swakelola:


4.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.  Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. 

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3
KEBIJAKAN PENGUKURAN

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.  Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai  yang signifikan. Setara kas sendiri terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan. 

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka harus dikonversi dulu menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2.
Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.  

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Sedangkan Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Adapun investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut :

1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau 

2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau 

3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. 
Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut :


1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

2) Dana Alokasi  Umum  sebesar jumlah yang  belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di  atas, dilakukan sebagai berikut: 

1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; 

2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Berdasarkan kualitasnya piutang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: Kualitas Piutang Lancar; Kualitas Piutang Kurang Lancar; Kualitas Piutang Diragukan; dan Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan Pajak  Ditetapkan  Oleh Kepala Daerah (official assessment). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

(1)  Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau

(2)  Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

(3)  Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 

(4)  Wajib Pajak likuid; dan/atau  

(5)  Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(1)  Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 

(2)  Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 

(3)  Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 

(4)  Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

(1)  Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau 

(2)  Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 

(3)  Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 

(4)  Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria: 

(1)  Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

(2)  Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

(3)  Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(4)  Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). 

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan  oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria: 

(1)  Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau

(2)  Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

(3)  Wajib Pajak likuid; dan/atau

(4)  Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(1)  Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

(2)  Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

(3)  Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.  

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(1)  Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(2)  Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

(3)  Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

d) Kualitas Macet, dengan kriteria: 

(1)  Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

(2)  Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

(3)  Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(4)  Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: 

a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun; 

b) Kualitas Kurang Lancar,  jika umur piutang lebih dari 1 tahun s.d 2 tahun;

c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun  sampai dengan 3 tahun;

d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun. 

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak yang bukan disebut objek Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; 

b) Kualitas Kurang Lancar,  apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; 

c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan 

d) Kualitas macet, jika  piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4.
Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban diabayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban diabayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/dibayarkan. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5.
Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar : 

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. 
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 

6.
Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

7.
Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan  atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.  Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu :
1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 

2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 

5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.
Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, 
pertama, Metode Biaya, yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi  pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 
Kedua, Metode Ekuitas. Metode ini merupakan suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan  20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar  bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
Ketiga, Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

  Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:
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2.

a.Biaya Bahan Baku;

b. Upah Tenaga Kerja

c. Sewa Peralatan;

d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e. Biaya Perizinan;

f. Biaya Konsultan;

g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan 

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan1.

a.Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

b.Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

d.Jasa Konsultan;

e.BiayaPengosongandanPembongkaranBangunan

yangadadiatastanahyangdiperuntukkanuntuk

keperluan pembangunan;

2.

a.Biaya Bahan Baku;

b.Upah Tenaga Kerja;

c. Sewa Peralatan;

d.Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e.Biaya Perizinan;

f. Jasa Konsultan;

g.BiayaPengosongandanPembongkaranBangunan

lama;

5 Aset Tetap Lainnya 1.

a.Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

b.Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

2.

a.Biaya Bahan Baku;

b.Upah Tenaga Kerja;

c. Sewa Peralatan;

d.Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e.Biaya Perizinan;

f. Jasa Konsultan;

6 Hibah dari Pihak Ketiga

Yang dilaksanakan secara swakelola:

 Nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap Belanja/Pengeluaran

Yang dilaksanakan secara swakelola;

Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

Yang dilaksanakan secara swakelola:


8. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.  Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:
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1 Tanah Tidak dibatasi

2 Peralatan dan Mesin 400.000,00 Rp          

3 Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 Rp       

4 Jalan, Irigasi, dan  Jaringan

-  Jalan 10.000.000,00 Rp     

-   Irigasi 5.000.000,00 Rp       

-  Jaringan 400.000,00 Rp          

5 Aset Tetap Lainnya Tidak dibatasi

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak dibatasi

Nilai Kapitalisasi
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Masa Manfaat 

(Tahun)

1 3 ASET TETAP

1 3 2 Peralatan dan Mesin

1 3 2 01 Alat-alat Besar Darat 10

1 3 2 02 Alat-alat Besar Apung 8

1 3 2 03 Alat-alat Bantu 7

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7

1 3 2 05 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2

1 3 2 06 Alat Angkutan Apung Bermotor 10

1 3 2 07 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3

1 3 2 08 Alat Angkutan Bermotor Udara 20

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5

Kodifikasi


Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa 
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan. 
Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b) bertambah umur ekonomis, dan/atau

c) bertambah volume, dan/atau

d) bertambah estetis/ keindahan / kenyaman, dan/atau

e) bertambah kapasitas produksi.

2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan(capitalization thresholds).

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) ditetapkan sebagai berikut :
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Masa Manfaat 

(Tahun)

1 3 2 11 Alat Ukur 5

1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4

1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian 4

1 3 2 14 Alat Kantor 5

1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5

1 3 2 16 Komputer Unit 4

1 3 2 17 Peralatan Komputer 4

1 3 2 18 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5

1 3 2 19 Alat Studio 5

1 3 2 20 Alat Komunikasi 5

1 3 2 21 Peralatan Pemancar 10

1 3 2 22 Peralatan Komunikasi Navigasi 15

1 3 2 23 Alat Kedokteran 5

1 3 2 24 Alat Kesehatan 5

1 3 2 25 Unit-unit Laboratorium 8

1 3 2 26 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10

1 3 2 27 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15

1 3 2 28 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15

1 3 2 29 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10

1 3 2 30

Radiation Application and Non Destructive Testing 

Laboratory (Badan Tenaga Atom Nasional/BATAM)

10

1 3 2 31 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7

1 3 2 32 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15

1 3 2 33 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 10

1 3 2 34 Senjata Api 10

1 3 2 35 Persenjataan Non Senjata Api 3

1 3 2 36 Senjata Sinar 5

1 3 2 37 Alat Khusus Kepolisian 4

1 3 2 38 Alat Keamanan dan Perlindungan 5

1 3 2 39 Alat Eksplorasi Topografi 5

1 3 2 40 Alat Eksplorasi Geofisika 10

1 3 2 41 Alat Pengeboran Mesin 10

1 3 2 42 Alat Pengeboran Non Mesin 10

1 3 2 43 Peralatan Sumur 10

1 3 2 44 Peralatan Produksi 10

1 3 2 45 Pengolahan dan Pemurnian 15

1 3 2 46 Alat Bantu Eksplorasi 10

1 3 2 47 Alat Bantu Produksi 10

1 3 2 48 Alat Deteksi 5

1 3 2 49 Alat Pelindung 5

1 3 2 50 Alat SAR 2

1 3 2 51 Alat Kerja Penerbangan 10

1 3 2 52 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10

1 3 2 53 Unit Peralatan Proses/Produksi 8

1 3 2 54 Peralatan Olahraga 3

1 3 3

Gedung dan Bangunan

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50

1 3 3 03 Bangunan Menara 40

1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50

1 3 3 05 Tugu Peringatan 50

1 3 3 06 Candi 50

1 3 3 07 Monumen/Bangunan Bersejarah 50

1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50

Kodifikasi
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2.

a.Biaya Bahan Baku;

b. Upah Tenaga Kerja

c. Sewa Peralatan;

d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e. Biaya Perizinan;

f. Biaya Konsultan;

g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan 

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan1.

a.Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

b.Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

d.Jasa Konsultan;

e.BiayaPengosongandanPembongkaranBangunan

yangadadiatastanahyangdiperuntukkanuntuk

keperluan pembangunan;

2.

a.Biaya Bahan Baku;

b.Upah Tenaga Kerja;

c. Sewa Peralatan;

d.Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e.Biaya Perizinan;

f. Jasa Konsultan;

g.BiayaPengosongandanPembongkaranBangunan

lama;

5 Aset Tetap Lainnya 1.

a.Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

b.Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

2.

a.Biaya Bahan Baku;

b.Upah Tenaga Kerja;

c. Sewa Peralatan;

d.Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e.Biaya Perizinan;

f. Jasa Konsultan;

6 Hibah dari Pihak Ketiga

Yang dilaksanakan secara swakelola:

 Nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap Belanja/Pengeluaran

Yang dilaksanakan secara swakelola;

Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

Yang dilaksanakan secara swakelola:


Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :
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Masa Manfaat 

(Tahun)

1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50

1 3 3 10 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 7

1 3 3 11 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara 5

1 3 3 12 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 15

1 3 4

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1 3 4 01 Jalan 10

1 3 4 02 Jembatan 50

1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50

1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50

1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25

1 3 4 06

Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana 

Alam

10

1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber  Air dan Air Tanah 30

1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 40

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40

1 3 4 10 Bangunan Air 40

1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30

1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30

1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10

1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10

1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40

1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40

1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30

1 3 4 18 Instalasi Gas 30

1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20

1 3 4 20 Instalasi Lain 5

1 3 4 21 Jaringan Air Minum 30

1 3 4 22 Jaringan Listrik 40

1 3 4 23 Jaringan Telepon 20

1 3 4 24 Jaringan Gas 30

Kodifikasi
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Penghitungan penyusutan telah didukung dengan sistem aplikasi Barang Milik Daerah maka penghitungan penyusutan aset pada tahun 2016 dilakukan secara bulanan dengan mengacu pada tanggal perolehan. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tak berwujud.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

9.
Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan

2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;

d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;

e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

10.
Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

11.
Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

4) Aset Tidak Berwujud; dan

5) Aset Lain-lain.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

12.
Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Amortisasi berlaku untuk  semua jenis Aset Lainya, kecuali atas Aset Tidak  Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Adapun Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Semenatra itu Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.
13.
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara     cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/ dipotong.

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

14.
Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

15.
Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan. Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan. Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan. Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

16.
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD. Akun ini menurut Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

17.
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand).
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

18.
Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

19.
Utang Beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.  Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable).

Utang Beban diakui pada saat, pertama, beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Kedua, terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. Ketiga, barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

20.
Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.
21.
Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah :

1) Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;

2) Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;

3) Utang Dalam Negeri – obligasi;

4) Utang pemerintah pusat;

5) Utang pemerintah provinsi; dan

6) Utang pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neracaa sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

22.
Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.  Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

23.
Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;

2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;

3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.;

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, dan ;

5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

24.
Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. 
Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
25.
Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui   sebelum  penerimaan   kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan  penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar  kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. 

26.
Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.  Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari trnasksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
 27.
Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
Dalam Permendagi Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim.  Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
28.
Pendapatan–LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas

2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi

3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)

5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

29.
Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).

Beban diakui pada:
1) Saat timbulnya kewajiban;

2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas  yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.  Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.  Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban.

Beban diukur sesuai dengan:
1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
30.
Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Koreksi Kesalahan 

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. 

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 
1. Kesalahan yang tidak berulang. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Jika dikelompokan menurut periodenya, kesalahan yang tidak berulang dapat dikelompokan menjadi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada peride berjalan dan pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik  tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran  kas  untuk  mengembalikan  kelebihan  pendapatan  dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
Terhadap setiap kesalahan  dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang  terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh koreksi kesalahan belanja :

1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. 

2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan   belanja   tersebut   harus    dikembalikan,   dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu  yang  belum  dilaporkan,  dikoreksi  dengan  mengurangi  akun  Saldo   Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Perubahan Kebijakan Akuntansi 
Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan  diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. 

Suatu perubahan kebijakan akuntansi  dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan 

2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan perubahan kebijakan akuntansi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, kebijakan akuntansi yang mengalami berubah adalah kebijakan tentang akuntansi beban yaitu definisi beban, pengakuan beban, pengukuran beban, dan penyajian dan pengungkapan beban.

Di dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa Beban Penyusutan dan amortisasi diakui pada saat akhir bulan berdasarkan metode penyusutan  dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada aplikasi sistem barang milik daerah, sehingga perlu jurnal penyesuaian terhadap nilai beban penyusutan saldo awal laporan keuangan tahun 2016 karena adanya perbedaan saat pengakuan beban penyusutan dan amortisasi yang semula  diakui saat akhir tahun/periode akuntansi menjadi akhir bulan.
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	[image: image18.emf]Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Pendapatan 2.264.674.144.000,00          2.112.514.280.374,00          93,28

Belanja 2.482.456.475.000,00          2.163.136.735.963,00          87,14

Surplus/(Defisit) (217.782.331.000,00)            (50.622.455.589,00)              23,24

Penerimaan Pembiayaan 265.874.585.000,00             264.942.785.076,00             99,65

Pengeluaran Pembiayaan 48.092.254.000,00               47.853.626.551,00               99,50

Pembiayaan Netto 217.782.331.000,00             217.089.158.525,00             99,68

SILPA -                                            166.466.702.936,00            
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Kode Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi Lebih/Kurang %

1 PENDAPATAN 2.264.674.144.000,00 2.112.514.280.374,00 (152.159.863.626,00) 93,28

Urusan Wajib 2.260.044.144.000,00 2.107.696.429.069,00 (152.347.714.931,00) 93,26

Kesehatan

128.956.000.000,00 138.111.437.277,00 9.155.437.277,00 107,10

Dinas Kesehatan

63.956.000.000,00 67.167.553.730,00 3.211.553.730,00 105,02

RSUD dr. M. Ashari

65.000.000.000,00 70.943.883.547,00 5.943.883.547,00 109,14

Pekerjaan Umum

420.000.000,00 476.737.500,00 56.737.500,00 113,51

Dinas Pekerjaan Umum

420.000.000,00 476.737.500,00 56.737.500,00 113,51

Perhubungan

1.525.000.000,00 1.475.038.000,00 (49.962.000,00) 96,72

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.525.000.000,00 1.475.038.000,00 (49.962.000,00) 96,72

Kependudukan dan Catatan Sipil

260.000.000,00 223.610.000,00 (36.390.000,00) 86,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

260.000.000,00 223.610.000,00 (36.390.000,00) 86,00

[image: image20.emf](dalam Rupiah)

Kode Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi Lebih/Kurang %

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

6.725.000.000,00 6.627.924.425,00 (97.075.575,00) 98,56

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan

6.725.000.000,00 6.627.924.425,00 (97.075.575,00) 98,56

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian

2.122.158.144.000,00 1.960.756.041.867,00 (161.402.102.133,00) 92,39

Sekretariat Daerah

35.000.000,00 38.707.455,00 3.707.455,00 110,59

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 

Aset Daerah

2.119.683.144.000,00 1.957.618.109.712,00 (162.065.034.288,00) 92,35

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 2.440.000.000,00 3.099.224.700,00 659.224.700,00 127,02

Urusan Pilihan 4.630.000.000,00 4.817.851.305,00 187.851.305,00 104,06

Pertanian

230.000.000,00 395.371.000,00 165.371.000,00 171,90

Dinas Pertanian dan Kehutanan 230.000.000,00 395.371.000,00 165.371.000,00 171,90

Pariwisata

2.900.000.000,00 2.724.445.950,00 (175.554.050,00) 93,95

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.900.000.000,00 2.724.445.950,00 (175.554.050,00) 93,95

Kelautan dan Perikanan

1.500.000.000,00 1.698.034.355,00 198.034.355,00 113,20

Dinas Kelautan dan Perikanan 1.500.000.000,00 1.698.034.355,00 198.034.355,00 113,20
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Kode Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi Lebih/Kurang %

2 BELANJA 2.482.456.475.000,00  2.163.136.735.963,00  (319.319.739.037,00) 87,14

Urusan Wajib 2.372.003.630.500,00  2.061.264.036.646,00  (310.739.593.854,00) 86,90

Pendidikan

997.399.327.250,00 813.957.554.587,00 (183.441.772.663,00) 81,61

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 997.399.327.250,00 813.957.554.587,00 (183.441.772.663,00) 81,61

Kesehatan 358.841.468.250,00 293.462.646.310,00 (65.378.821.940,00) 81,78

Dinas Kesehatan

214.371.984.250,00 161.359.823.018,00 (53.012.161.232,00) 75,27

RSUD dr. M. Ashari 144.469.484.000,00 132.102.823.292,00 (12.366.660.708,00) 91,44

Pekerjaan Umum

312.775.925.250,00 288.217.956.297,00 (24.557.968.953,00) 92,15

Dinas Pekerjaan Umum 312.309.420.250,00 287.783.768.015,00 (24.525.652.235,00) 92,15

Sekretariat Daerah 466.505.000,00 434.188.282,00 (32.316.718,00) 93,07

Perumahan

7.165.000.000,00 7.096.718.973,00 (68.281.027,00) 99,05

Dinas Pekerjaan Umum 7.165.000.000,00 7.096.718.973,00 (68.281.027,00) 99,05

Penataan Ruang

1.455.207.500,00 1.264.377.229,00 (190.830.271,00) 86,89

Bappeda 1.455.207.500,00 1.264.377.229,00 (190.830.271,00) 86,89

Perencanaan Pembangunan

15.796.061.500,00 14.634.427.522,00 (1.161.633.978,00) 92,65

Bappeda 15.068.746.500,00 14.014.849.529,00 (1.053.896.971,00) 93,01

Sekretariat Daerah 727.315.000,00 619.577.993,00 (107.737.007,00) 85,19

Perhubungan

13.109.952.000,00 12.509.737.402,00 (600.214.598,00) 95,42

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 13.109.952.000,00 12.509.737.402,00 (600.214.598,00) 95,42

Lingkungan Hidup

13.171.203.000,00 12.518.048.781,00 (653.154.219,00) 95,04

Dinas Pekerjaan Umum 5.315.000.000,00 4.946.069.282,00 (368.930.718,00) 93,06

Kantor Lingkungan Hidup 7.856.203.000,00 7.571.979.499,00 (284.223.501,00) 96,38

Pertanahan

690.000.000,00 447.134.847,00 (242.865.153,00) 64,80

Sekretariat Daerah 690.000.000,00 447.134.847,00 (242.865.153,00) 64,80

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.984.257.000,00 10.271.174.860,00 (713.082.140,00) 93,51

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.984.257.000,00 10.271.174.860,00 (713.082.140,00) 93,51

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak

1.105.000.000,00 1.043.188.715,00 (61.811.285,00) 94,41

Sekretariat Daerah 345.000.000,00 283.457.215,00 (61.542.785,00) 82,16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 

Berencana

760.000.000,00 759.731.500,00 (268.500,00) 99,96

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.754.339.200,00 3.659.619.200,00 (94.720.000,00) 97,48

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 

Berencana

3.754.339.200,00 3.659.619.200,00 (94.720.000,00) 97,48

Sosial 3.146.700.000,00 2.977.990.543,00 (168.709.457,00) 94,64

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2.271.700.000,00 2.242.397.480,00 (29.302.520,00) 98,71

Sekretariat Daerah 875.000.000,00 735.593.063,00 (139.406.937,00) 84,07

Tenaga Kerja 11.497.817.000,00 11.018.231.445,00 (479.585.555,00) 95,83

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 11.497.817.000,00 11.018.231.445,00 (479.585.555,00) 95,83

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 21.800.669.750,00 21.092.810.287,00 (707.859.463,00) 96,75

Dinas Koperasi,  Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan

21.800.669.750,00 21.092.810.287,00 (707.859.463,00) 96,75

Penamaman Modal

814.676.000,00 724.243.526,00 (90.432.474,00)

88,90

Sekretariat Daerah 362.000.000,00 299.639.620,00 (62.360.380,00) 82,77

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 452.676.000,00 424.603.906,00 (28.072.094,00) 93,80

Kebudayaan 1.162.550.000,00 1.063.331.480,00 (99.218.520,00) 91,47

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.162.550.000,00 1.063.331.480,00 (99.218.520,00) 91,47

Pemuda dan Olahraga

1.435.000.000,00 1.395.712.450,00 (39.287.550,00)

97,26

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 1.400.000.000,00 1.363.607.450,00 (36.392.550,00) 97,40

Sekretariat Daerah 35.000.000,00 32.105.000,00 (2.895.000,00) 91,73
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Kode Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Setelah 

Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) %

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16.122.840.000,00 14.097.230.200,00 (2.025.609.800,00) 87,44

Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan 

Masyarakat

4.310.456.000,00 3.918.805.033,00 (391.650.967,00) 90,91

Badan Penanggulanagan Bencana Daerah

4.453.467.000,00 3.624.031.321,00 (829.435.679,00) 81,38

Satuan Polisi Pamong Praja

6.508.917.000,00 5.848.110.815,00 (660.806.185,00) 89,85

Sekretariat Daerah 850.000.000,00 706.283.031,00 (143.716.969,00) 83,09

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian

547.356.702.500,00 519.156.634.917,00 (28.200.067.583,00) 94,85

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan

159.000.000,00 158.897.500,00 (102.500,00) 99,94

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11.810.376.000,00 11.283.124.649,00 (527.251.351,00) 95,54

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 183.044.000,00 145.814.642,00 (37.229.358,00) 79,66

Sekretariat Daerah 36.867.752.500,00 34.746.241.190,00 (2.121.511.310,00) 94,25

Sekretariat DPRD 34.332.310.000,00 29.782.961.810,00 (4.549.348.190,00) 86,75

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 

Aset Daerah

389.229.660.000,00 376.157.000.941,00 (13.072.659.059,00) 96,64

Inspektorat 9.495.917.500,00 8.719.862.437,00 (776.055.063,00) 91,83

Badan Kepegawaian Daerah 12.925.460.500,00 11.321.358.054,00 (1.604.102.446,00) 87,59

Kecamatan Moga 2.113.325.500,00 1.925.669.145,00 (187.656.355,00) 91,12

Kecamatan Pulosari 2.277.270.000,00 2.022.312.036,00 (254.957.964,00) 88,80

Kecamatan Belik 2.148.385.000,00 1.832.283.024,00 (316.101.976,00) 85,29

Kecamatan Watukumpul 2.236.016.000,00 2.002.259.931,00 (233.756.069,00) 89,55

Kecamatan Bodeh 2.394.164.000,00 2.129.203.830,00 (264.960.170,00) 88,93

Kecamatan Bantarbolang 2.101.904.000,00 1.835.403.519,00 (266.500.481,00) 87,32

Kecamatan Randudongkal 2.553.120.000,00 2.217.066.703,00 (336.053.297,00) 86,84

Kecamatan Pemalang 3.129.151.000,00 2.939.057.415,00 (190.093.585,00) 93,93

Kecamatan Taman 3.071.399.000,00 2.759.898.735,00 (311.500.265,00) 89,86

Kecamatan Petarukan 2.857.933.000,00 2.514.645.458,00 (343.287.542,00) 87,99

Kecamatan Ampelgading 2.140.547.000,00 2.055.678.951,00 (84.868.049,00) 96,04

Kecamatan Comal 2.380.462.000,00 2.092.688.358,00 (287.773.642,00) 87,91

Kecamatan Ulujami 2.491.252.000,00 2.188.963.329,00 (302.288.671,00) 87,87

Kecamatan Warungpring 1.816.009.000,00 1.652.825.195,00 (163.183.805,00) 91,01

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 3.094.101.000,00 2.933.580.220,00 (160.520.780,00) 94,81

Kelurahan Kebondalem 1.368.596.000,00 1.212.671.461,00 (155.924.539,00) 88,61

Kelurahan Pelutan 1.335.272.000,00 1.153.684.807,00 (181.587.193,00) 86,40

Kelurahan Sugihwaras 1.468.312.000,00 1.330.214.953,00 (138.097.047,00) 90,59

Kelurahan Mulyoharjo 1.471.644.000,00 1.277.783.361,00 (193.860.639,00) 86,83

Kelurahan Bojongbata 1.387.828.000,00 1.125.842.113,00 (261.985.887,00) 81,12

Kelurahan Paduraksa 2.048.533.000,00 1.858.839.218,00 (189.693.782,00) 90,74

Kelurahan Widuri 1.090.692.000,00 968.118.763,00 (122.573.237,00) 88,76

Kelurahan Wanarejan Selatan

1.396.161.000,00 1.239.626.113,00

(156.534.887,00) 88,79

Kelurahan Beji 1.227.123.000,00 1.084.827.262,00 (142.295.738,00) 88,40

Kelurahan Petarukan 1.422.775.000,00 1.274.714.377,00 (148.060.623,00) 89,59

Kelurahan Purwoharjo 1.196.007.500,00 1.090.460.167,00 (105.547.333,00) 91,18

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 

Berencana

135.200.000,00 123.055.250,00 (12.144.750,00) 91,02

Ketahanan Pangan

5.370.823.000,00 5.042.212.161,00 (328.610.839,00) 93,88

Sekretariat Daerah 713.733.000,00 611.339.470,00 (102.393.530,00) 85,65

Kantor Ketahanan Pangan 4.657.090.000,00 4.430.872.691,00 (226.217.309,00) 95,14

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

18.173.799.300,00 17.462.561.344,00 (711.237.956,00) 96,09

Sekretariat Daerah 170.000.000,00 150.589.662,00 (19.410.338,00) 88,58

Kantor Ketahanan Pangan 18.003.799.300,00 17.311.971.682,00 (691.827.618,00) 96,16

Statistik

232.370.000,00 223.240.000,00 (9.130.000,00) 96,07

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 232.370.000,00 223.240.000,00 (9.130.000,00) 96,07

Kearsipan

2.212.537.000,00 2.061.938.788,00 (150.598.212,00) 93,19

Sekretariat Daerah 76.520.000,00 68.626.100,00 (7.893.900,00) 89,68

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2.136.017.000,00 1.993.312.688,00 (142.704.312,00) 93,32

Komunikasi dan Informatika

5.868.705.000,00 5.306.773.982,00 (561.931.018,00) 90,42

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.514.920.000,00 1.445.713.143,00 (69.206.857,00) 95,43

Sekretariat Daerah 3.770.647.500,00 3.355.066.694,00 (415.580.806,00) 88,98

Sekretariat DPRD 583.137.500,00 505.994.145,00 (77.143.355,00) 86,77

Perpustakaan

560.700.000,00 558.540.800,00 (2.159.200,00) 99,61

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 560.700.000,00 558.540.800,00 (2.159.200,00) 99,61

Urusan Pilihan 110.452.844.500,00 101.872.699.317,00 (8.580.145.183,00) 92,23

Pertanian

35.263.425.250,00 33.470.329.966,00 (1.793.095.284,00) 94,92

Dinas Pertanian dan Kehutanan 35.263.425.250,00 33.470.329.966,00 (1.793.095.284,00) 94,92

Kehutanan

2.898.865.000,00 2.888.829.542,00 (10.035.458,00) 99,65

Dinas Pertanian dan Kehutanan 2.898.865.000,00 2.888.829.542,00 (10.035.458,00) 99,65

Energi dan Sumber Daya Mineral

2.165.000.000,00 1.978.745.500,00 (186.254.500,00) 91,40

Dinas Pekerjaan Umum 2.165.000.000,00 1.978.745.500,00 (186.254.500,00) 91,40

Pariwisata

22.270.997.000,00 20.505.856.452,00 (1.765.140.548,00) 92,07

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 22.270.997.000,00 20.505.856.452,00 (1.765.140.548,00) 92,07

Kelautan dan Perikanan

16.369.092.250,00 15.944.725.625,00 (424.366.625,00) 97,41

Dinas Kelautan dan Perikanan 16.369.092.250,00 15.944.725.625,00 (424.366.625,00) 97,41

Perdangangan

27.880.465.000,00 23.790.592.545,00 (4.089.872.455,00) 85,33

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan

27.880.465.000,00 23.790.592.545,00 (4.089.872.455,00) 85,33

Perindustrian

2.890.000.000,00 2.601.793.500,00 (288.206.500,00) 90,03

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian, dan Perdagangan

2.890.000.000,00 2.601.793.500,00 (288.206.500,00) 90,03

Transmigrasi

715.000.000,00 691.826.187,00 (23.173.813,00) 96,76

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 715.000.000,00 691.826.187,00 (23.173.813,00) 96,76
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(Entitas Akuntansi)

1 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

2 1.02.01 Dinas Kesehata

3 1.02.02 RSUD dr. M. Ashari

4 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

5 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

7 1.08.01 Kantor Lingkungan Hidup

8 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9 1.14.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

10 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

11 1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

12 1.19.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

13 1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja

14 1.20.03 Sekretariat Daerah

15 1.20.04 Sekretariat DPRD

16 1.20.08 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

17 1.20.09 Inspektorat

18 1.20.10 Badan Kepegawaian Daerah

19 1.20.12 Kecamatan Moga

20 1.20.13 Kecamatan Pulosari

21 1.20.14 Kecamatan Belik

22 1.20.15 Kecamatan Watukumpul

23 1.20.16 Kecamatan Bodeh

24 1.20.17 Kecamatan Bantarbolang

25 1.20.18 Kecamatan Randudongkal

26 1.20.19 Kecamatan Pemalang

27 1.20.20 Kecamatan Taman

28 1.20.21 Kecamatan Petarukan

29 1.20.22 Kecamatan Ampelgading

30 1.20.23 Kecamatan Comal

31 1.20.24 Kecamatan Ulujami

32 1.20.25 Kecamatan Warungpring

33 1.20.30 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

34 1.20.31 Kelurahan Kebondalem

35 1.20.32 Kelurahan Pelutan

36 1.20.33 Kelurahan Sugihwaras

37 1.20.34 Kelurahan Mulyoharjo

38 1.20.35 Kelurahan Bojongbata

39 1.20.36 Kelurahan Paduraksa

40 1.20.37 Kelurahan Widuri

No Kode Satuan

[image: image24.emf]Nama SKPD

(Entitas Akuntansi)

41 1.20.38 Kelurahan Wanarejan Selatan

42 1.20.39 Kelurahan Beji

43 1.20.40 Kelurahan Petarukan

44 1.20.41 Kelurahan Purwoharjo

45 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan

46 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

47 1.24.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

48 2.01.01 Dinas Pertanian dan Kehutanan

49 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

50 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

No Kode Satuan
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Lebih dari 4 

Tahun

1

Investasi Non Permanen                

Dana Bergulir

25% 50% 75% 100%

Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur

Uraian No

[image: image26.emf]No

1 Tanah 1.

2.

3.

4.

5.

2

Peralatan dan Mesin

a.

1.

2.

3.

4.

5.

b. 1.

a. Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

d. Jasa Konsultan;

2.

a. Biaya Bahan Baku;

b. Upah Tenaga Kerja;

c. Sewa Peralatan;

d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e. Jasa Konsultan;

f. Biaya Perizinan;

3 Gedung dan Bangunan 1.

a. Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

d. Jasa Konsultan;

e. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran bangunan lama;

Aset Tetap Belanja/Pengeluaran

Pembelian Peralatan

dan Mesin siap dipakai

Harga Pembelian/Pembebasan Tanah;

Biaya Pembebasan/Ganti Rugi;

Biaya-biayayangdikeluarkandalamrangkamemperolehhak

(BiayaPembuatanSertifikat,PelepasanHak,PermohonanHak

Pakai Tanah);

BiayaPematangan,Pematokan,Pengukuran,danPerurugan/

Penimbunan;

Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli

tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkan

Harga Pembelian Peralatan dan Mesin (PPN & PPh)

Ongkos Angkut;

Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

Biaya Asuransi Pengiriman;

Biaya Instalasi/Pemasangan;

Biaya selama masa Uji Coba;

Pembuatan Peralatan

dan Mesin

Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

Yang dilaksanakan secara swakelola:

[image: image27.emf]No Aset Tetap

1 Tanah Tidak dibatasi

2 Peralatan dan Mesin 400.000,00 Rp          

3 Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 Rp       

4 Jalan, Irigasi, dan  Jaringan

-  Jalan 10.000.000,00 Rp     

-   Irigasi 5.000.000,00 Rp       

-  Jaringan 400.000,00 Rp          

5 Aset Tetap Lainnya Tidak dibatasi

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak dibatasi

Nilai Kapitalisasi

[image: image28.emf]Uraian

Masa Manfaat 

(Tahun)

1 3 ASET TETAP

1 3 2 Peralatan dan Mesin

1 3 2 01 Alat-alat Besar Darat 10

1 3 2 02 Alat-alat Besar Apung 8

1 3 2 03 Alat-alat Bantu 7

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7

1 3 2 05 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2

1 3 2 06 Alat Angkutan Apung Bermotor 10

1 3 2 07 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3

1 3 2 08 Alat Angkutan Bermotor Udara 20

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5

Kodifikasi

[image: image29.emf]Uraian

Masa Manfaat 

(Tahun)

1 3 2 11 Alat Ukur 5

1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4

1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian 4

1 3 2 14 Alat Kantor 5

1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5

1 3 2 16 Komputer Unit 4

1 3 2 17 Peralatan Komputer 4

1 3 2 18 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5

1 3 2 19 Alat Studio 5

1 3 2 20 Alat Komunikasi 5

1 3 2 21 Peralatan Pemancar 10

1 3 2 22 Peralatan Komunikasi Navigasi 15

1 3 2 23 Alat Kedokteran 5

1 3 2 24 Alat Kesehatan 5

1 3 2 25 Unit-unit Laboratorium 8

1 3 2 26 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10

1 3 2 27 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15

1 3 2 28 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15

1 3 2 29 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10

1 3 2 30

Radiation Application and Non Destructive Testing 

Laboratory (Badan Tenaga Atom Nasional/BATAM)

10

1 3 2 31 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7

1 3 2 32 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15

1 3 2 33 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 10

1 3 2 34 Senjata Api 10

1 3 2 35 Persenjataan Non Senjata Api 3

1 3 2 36 Senjata Sinar 5

1 3 2 37 Alat Khusus Kepolisian 4

1 3 2 38 Alat Keamanan dan Perlindungan 5

1 3 2 39 Alat Eksplorasi Topografi 5

1 3 2 40 Alat Eksplorasi Geofisika 10

1 3 2 41 Alat Pengeboran Mesin 10

1 3 2 42 Alat Pengeboran Non Mesin 10

1 3 2 43 Peralatan Sumur 10

1 3 2 44 Peralatan Produksi 10

1 3 2 45 Pengolahan dan Pemurnian 15

1 3 2 46 Alat Bantu Eksplorasi 10

1 3 2 47 Alat Bantu Produksi 10

1 3 2 48 Alat Deteksi 5

1 3 2 49 Alat Pelindung 5

1 3 2 50 Alat SAR 2

1 3 2 51 Alat Kerja Penerbangan 10

1 3 2 52 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10

1 3 2 53 Unit Peralatan Proses/Produksi 8

1 3 2 54 Peralatan Olahraga 3

1 3 3

Gedung dan Bangunan

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50

1 3 3 03 Bangunan Menara 40

1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50

1 3 3 05 Tugu Peringatan 50

1 3 3 06 Candi 50

1 3 3 07 Monumen/Bangunan Bersejarah 50

1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50

Kodifikasi
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Masa Manfaat 

(Tahun)

1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50

1 3 3 10 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 7

1 3 3 11 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara 5

1 3 3 12 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 15

1 3 4

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1 3 4 01 Jalan 10

1 3 4 02 Jembatan 50

1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50

1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50

1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25

1 3 4 06

Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana 

Alam

10

1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber  Air dan Air Tanah 30

1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 40

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40

1 3 4 10 Bangunan Air 40

1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30

1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30

1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10

1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10

1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40

1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40

1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30

1 3 4 18 Instalasi Gas 30

1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20

1 3 4 20 Instalasi Lain 5

1 3 4 21 Jaringan Air Minum 30

1 3 4 22 Jaringan Listrik 40

1 3 4 23 Jaringan Telepon 20

1 3 4 24 Jaringan Gas 30

Kodifikasi
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		Uraian		Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		%

		Pendapatan		2,264,674,144,000.00		2,112,514,280,374.00		93.28		152,159,863,626.00

		Belanja		2,482,456,475,000.00		2,163,136,735,963.00		87.14		319,319,739,037.00

		Surplus/(Defisit)		(217,782,331,000.00)		(50,622,455,589.00)		23.24		(167,159,875,411.00)

		Penerimaan Pembiayaan		265,874,585,000.00		264,942,785,076.00		99.65		931,799,924.00

		Pengeluaran Pembiayaan		48,092,254,000.00		47,853,626,551.00		99.50		238,627,449.00

		Pembiayaan Netto		217,782,331,000.00		217,089,158,525.00		99.68

		SILPA		-		166,466,702,936.00
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												(dalam Rupiah)

		Kode		Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran Setelah Perubahan		Realisasi		Lebih/Kurang		%

				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		6,725,000,000.00		6,627,924,425.00		(97,075,575.00)		98.56

				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan		6,725,000,000.00		6,627,924,425.00		(97,075,575.00)		98.56

				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian		2,122,158,144,000.00		1,960,756,041,867.00		(161,402,102,133.00)		92.39

				Sekretariat Daerah		35,000,000.00		38,707,455.00		3,707,455.00		110.59

				Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah		2,119,683,144,000.00		1,957,618,109,712.00		(162,065,034,288.00)		92.35

				Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu		2,440,000,000.00		3,099,224,700.00		659,224,700.00		127.02

				Urusan Pilihan		4,630,000,000.00		4,817,851,305.00		187,851,305.00		104.06

				Pertanian		230,000,000.00		395,371,000.00		165,371,000.00		171.90

				Dinas Pertanian dan Kehutanan		230,000,000.00		395,371,000.00		165,371,000.00		171.90

				Pariwisata		2,900,000,000.00		2,724,445,950.00		(175,554,050.00)		93.95

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		2,900,000,000.00		2,724,445,950.00		(175,554,050.00)		93.95

				Kelautan dan Perikanan		1,500,000,000.00		1,698,034,355.00		198,034,355.00		113.20

				Dinas Kelautan dan Perikanan		1,500,000,000.00		1,698,034,355.00		198,034,355.00		113.20
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												(dalam Rupiah)

		Kode		Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran Setelah Perubahan		Realisasi		Lebih/Kurang		%

		1		PENDAPATAN		2,264,674,144,000.00		2,112,514,280,374.00		(152,159,863,626.00)		93.28

				Urusan Wajib		2,260,044,144,000.00		2,107,696,429,069.00		(152,347,714,931.00)		93.26

				Kesehatan		128,956,000,000.00		138,111,437,277.00		9,155,437,277.00		107.10

				Dinas Kesehatan		63,956,000,000.00		67,167,553,730.00		3,211,553,730.00		105.02

				RSUD dr. M. Ashari		65,000,000,000.00		70,943,883,547.00		5,943,883,547.00		109.14

				Pekerjaan Umum		420,000,000.00		476,737,500.00		56,737,500.00		113.51

				Dinas Pekerjaan Umum		420,000,000.00		476,737,500.00		56,737,500.00		113.51

				Perhubungan		1,525,000,000.00		1,475,038,000.00		(49,962,000.00)		96.72

				Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		1,525,000,000.00		1,475,038,000.00		(49,962,000.00)		96.72

				Kependudukan dan Catatan Sipil		260,000,000.00		223,610,000.00		(36,390,000.00)		86.00

				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		260,000,000.00		223,610,000.00		(36,390,000.00)		86.00
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		No		Aset Tetap				Belanja/Pengeluaran

								2.		Yang dilaksanakan secara swakelola;

										a.		Biaya Bahan Baku;

										b.		Upah Tenaga Kerja

										c.		Sewa Peralatan;

										d.		Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

										e.		Biaya Perizinan;

										f.		Biaya Konsultan;

										g.		Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan lama;

		4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan				1.		Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

										a.		Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

										b.		Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

										c.		Biaya Perizinan;

										d.		Jasa Konsultan;

										e.		Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;

								2.		Yang dilaksanakan secara swakelola:

										a.		Biaya Bahan Baku;

										b.		Upah Tenaga Kerja;

										c.		Sewa Peralatan;

										d.		Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

										e.		Biaya Perizinan;

										f.		Jasa Konsultan;

										g.		Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan lama;

		5		Aset Tetap Lainnya				1.		Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

										a.		Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

										b.		Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

										c.		Biaya Perizinan;

								2.		Yang dilaksanakan secara swakelola:

										a.		Biaya Bahan Baku;

										b.		Upah Tenaga Kerja;

										c.		Sewa Peralatan;

										d.		Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

										e.		Biaya Perizinan;

										f.		Jasa Konsultan;

		6		Hibah dari Pihak Ketiga				Nilai wajar pada saat perolehan.
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												(dalam Rupiah)

		Kode		Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran Setelah Perubahan		Realisasi		Lebih/Kurang		%

		2		BELANJA		2,482,456,475,000.00		2,163,136,735,963.00		(319,319,739,037.00)		87.14

				Urusan Wajib		2,372,003,630,500.00		2,061,264,036,646.00		(310,739,593,854.00)		86.90

				Pendidikan		997,399,327,250.00		813,957,554,587.00		(183,441,772,663.00)		81.61

				Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga		997,399,327,250.00		813,957,554,587.00		(183,441,772,663.00)		81.61

				Kesehatan		358,841,468,250.00		293,462,646,310.00		(65,378,821,940.00)		81.78

				Dinas Kesehatan		214,371,984,250.00		161,359,823,018.00		(53,012,161,232.00)		75.27

				RSUD dr. M. Ashari		144,469,484,000.00		132,102,823,292.00		(12,366,660,708.00)		91.44

				Pekerjaan Umum		312,775,925,250.00		288,217,956,297.00		(24,557,968,953.00)		92.15

				Dinas Pekerjaan Umum		312,309,420,250.00		287,783,768,015.00		(24,525,652,235.00)		92.15

				Sekretariat Daerah		466,505,000.00		434,188,282.00		(32,316,718.00)		93.07

				Perumahan		7,165,000,000.00		7,096,718,973.00		(68,281,027.00)		99.05

				Dinas Pekerjaan Umum		7,165,000,000.00		7,096,718,973.00		(68,281,027.00)		99.05

				Penataan Ruang		1,455,207,500.00		1,264,377,229.00		(190,830,271.00)		86.89

				Bappeda		1,455,207,500.00		1,264,377,229.00		(190,830,271.00)		86.89

				Perencanaan Pembangunan		15,796,061,500.00		14,634,427,522.00		(1,161,633,978.00)		92.65

				Bappeda		15,068,746,500.00		14,014,849,529.00		(1,053,896,971.00)		93.01

				Sekretariat Daerah		727,315,000.00		619,577,993.00		(107,737,007.00)		85.19

				Perhubungan		13,109,952,000.00		12,509,737,402.00		(600,214,598.00)		95.42

				Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		13,109,952,000.00		12,509,737,402.00		(600,214,598.00)		95.42

				Lingkungan Hidup		13,171,203,000.00		12,518,048,781.00		(653,154,219.00)		95.04

				Dinas Pekerjaan Umum		5,315,000,000.00		4,946,069,282.00		(368,930,718.00)		93.06

				Kantor Lingkungan Hidup		7,856,203,000.00		7,571,979,499.00		(284,223,501.00)		96.38

				Pertanahan		690,000,000.00		447,134,847.00		(242,865,153.00)		64.80

				Sekretariat Daerah		690,000,000.00		447,134,847.00		(242,865,153.00)		64.80

				Kependudukan dan Catatan Sipil		10,984,257,000.00		10,271,174,860.00		(713,082,140.00)		93.51

				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		10,984,257,000.00		10,271,174,860.00		(713,082,140.00)		93.51

				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1,105,000,000.00		1,043,188,715.00		(61,811,285.00)		94.41

				Sekretariat Daerah		345,000,000.00		283,457,215.00		(61,542,785.00)		82.16

				Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana		760,000,000.00		759,731,500.00		(268,500.00)		99.96

				Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		3,754,339,200.00		3,659,619,200.00		(94,720,000.00)		97.48

				Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana		3,754,339,200.00		3,659,619,200.00		(94,720,000.00)		97.48

				Sosial		3,146,700,000.00		2,977,990,543.00		(168,709,457.00)		94.64

				Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi		2,271,700,000.00		2,242,397,480.00		(29,302,520.00)		98.71

				Sekretariat Daerah		875,000,000.00		735,593,063.00		(139,406,937.00)		84.07

				Tenaga Kerja		11,497,817,000.00		11,018,231,445.00		(479,585,555.00)		95.83

				Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi		11,497,817,000.00		11,018,231,445.00		(479,585,555.00)		95.83

				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		21,800,669,750.00		21,092,810,287.00		(707,859,463.00)		96.75

				Dinas Koperasi,  Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		21,800,669,750.00		21,092,810,287.00		(707,859,463.00)		96.75

				Penamaman Modal		814,676,000.00		724,243,526.00		(90,432,474.00)		88.90

				Sekretariat Daerah		362,000,000.00		299,639,620.00		(62,360,380.00)		82.77

				Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu		452,676,000.00		424,603,906.00		(28,072,094.00)		93.80

				Kebudayaan		1,162,550,000.00		1,063,331,480.00		(99,218,520.00)		91.47

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		1,162,550,000.00		1,063,331,480.00		(99,218,520.00)		91.47

				Pemuda dan Olahraga		1,435,000,000.00		1,395,712,450.00		(39,287,550.00)		97.26

				Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga		1,400,000,000.00		1,363,607,450.00		(36,392,550.00)		97.40

				Sekretariat Daerah		35,000,000.00		32,105,000.00		(2,895,000.00)		91.73
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												(dalam Rupiah)

		Kode		Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realisasi (Rp)		Lebih/Kurang (Rp)		%

				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		16,122,840,000.00		14,097,230,200.00		(2,025,609,800.00)		87.44

				Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat		4,310,456,000.00		3,918,805,033.00		(391,650,967.00)		90.91

				Badan Penanggulanagan Bencana Daerah		4,453,467,000.00		3,624,031,321.00		(829,435,679.00)		81.38

				Satuan Polisi Pamong Praja		6,508,917,000.00		5,848,110,815.00		(660,806,185.00)		89.85

				Sekretariat Daerah		850,000,000.00		706,283,031.00		(143,716,969.00)		83.09

				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian		547,356,702,500.00		519,156,634,917.00		(28,200,067,583.00)		94.85

				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan		159,000,000.00		158,897,500.00		(102,500.00)		99.94

				Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		11,810,376,000.00		11,283,124,649.00		(527,251,351.00)		95.54

				Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		183,044,000.00		145,814,642.00		(37,229,358.00)		79.66

				Sekretariat Daerah		36,867,752,500.00		34,746,241,190.00		(2,121,511,310.00)		94.25

				Sekretariat DPRD		34,332,310,000.00		29,782,961,810.00		(4,549,348,190.00)		86.75

				Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah		389,229,660,000.00		376,157,000,941.00		(13,072,659,059.00)		96.64

				Inspektorat		9,495,917,500.00		8,719,862,437.00		(776,055,063.00)		91.83

				Badan Kepegawaian Daerah		12,925,460,500.00		11,321,358,054.00		(1,604,102,446.00)		87.59

				Kecamatan Moga		2,113,325,500.00		1,925,669,145.00		(187,656,355.00)		91.12

				Kecamatan Pulosari		2,277,270,000.00		2,022,312,036.00		(254,957,964.00)		88.80

				Kecamatan Belik		2,148,385,000.00		1,832,283,024.00		(316,101,976.00)		85.29

				Kecamatan Watukumpul		2,236,016,000.00		2,002,259,931.00		(233,756,069.00)		89.55

				Kecamatan Bodeh		2,394,164,000.00		2,129,203,830.00		(264,960,170.00)		88.93

				Kecamatan Bantarbolang		2,101,904,000.00		1,835,403,519.00		(266,500,481.00)		87.32

				Kecamatan Randudongkal		2,553,120,000.00		2,217,066,703.00		(336,053,297.00)		86.84

				Kecamatan Pemalang		3,129,151,000.00		2,939,057,415.00		(190,093,585.00)		93.93

				Kecamatan Taman		3,071,399,000.00		2,759,898,735.00		(311,500,265.00)		89.86

				Kecamatan Petarukan		2,857,933,000.00		2,514,645,458.00		(343,287,542.00)		87.99

				Kecamatan Ampelgading		2,140,547,000.00		2,055,678,951.00		(84,868,049.00)		96.04

				Kecamatan Comal		2,380,462,000.00		2,092,688,358.00		(287,773,642.00)		87.91

				Kecamatan Ulujami		2,491,252,000.00		2,188,963,329.00		(302,288,671.00)		87.87

				Kecamatan Warungpring		1,816,009,000.00		1,652,825,195.00		(163,183,805.00)		91.01

				Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu		3,094,101,000.00		2,933,580,220.00		(160,520,780.00)		94.81

				Kelurahan Kebondalem		1,368,596,000.00		1,212,671,461.00		(155,924,539.00)		88.61

				Kelurahan Pelutan		1,335,272,000.00		1,153,684,807.00		(181,587,193.00)		86.40

				Kelurahan Sugihwaras		1,468,312,000.00		1,330,214,953.00		(138,097,047.00)		90.59

				Kelurahan Mulyoharjo		1,471,644,000.00		1,277,783,361.00		(193,860,639.00)		86.83

				Kelurahan Bojongbata		1,387,828,000.00		1,125,842,113.00		(261,985,887.00)		81.12

				Kelurahan Paduraksa		2,048,533,000.00		1,858,839,218.00		(189,693,782.00)		90.74

				Kelurahan Widuri		1,090,692,000.00		968,118,763.00		(122,573,237.00)		88.76

				Kelurahan Wanarejan Selatan		1,396,161,000.00		1,239,626,113.00		(156,534,887.00)		88.79

				Kelurahan Beji		1,227,123,000.00		1,084,827,262.00		(142,295,738.00)		88.40

				Kelurahan Petarukan		1,422,775,000.00		1,274,714,377.00		(148,060,623.00)		89.59

				Kelurahan Purwoharjo		1,196,007,500.00		1,090,460,167.00		(105,547,333.00)		91.18

				Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana		135,200,000.00		123,055,250.00		(12,144,750.00)		91.02

				Ketahanan Pangan		5,370,823,000.00		5,042,212,161.00		(328,610,839.00)		93.88

				Sekretariat Daerah		713,733,000.00		611,339,470.00		(102,393,530.00)		85.65

				Kantor Ketahanan Pangan		4,657,090,000.00		4,430,872,691.00		(226,217,309.00)		95.14

				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		18,173,799,300.00		17,462,561,344.00		(711,237,956.00)		96.09

				Sekretariat Daerah		170,000,000.00		150,589,662.00		(19,410,338.00)		88.58

				Kantor Ketahanan Pangan		18,003,799,300.00		17,311,971,682.00		(691,827,618.00)		96.16

				Statistik		232,370,000.00		223,240,000.00		(9,130,000.00)		96.07

				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		232,370,000.00		223,240,000.00		(9,130,000.00)		96.07

				Kearsipan		2,212,537,000.00		2,061,938,788.00		(150,598,212.00)		93.19

				Sekretariat Daerah		76,520,000.00		68,626,100.00		(7,893,900.00)		89.68

				Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah		2,136,017,000.00		1,993,312,688.00		(142,704,312.00)		93.32

				Komunikasi dan Informatika		5,868,705,000.00		5,306,773,982.00		(561,931,018.00)		90.42

				Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		1,514,920,000.00		1,445,713,143.00		(69,206,857.00)		95.43

				Sekretariat Daerah		3,770,647,500.00		3,355,066,694.00		(415,580,806.00)		88.98

				Sekretariat DPRD		583,137,500.00		505,994,145.00		(77,143,355.00)		86.77

				Perpustakaan		560,700,000.00		558,540,800.00		(2,159,200.00)		99.61

				Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah		560,700,000.00		558,540,800.00		(2,159,200.00)		99.61

				Urusan Pilihan		110,452,844,500.00		101,872,699,317.00		(8,580,145,183.00)		92.23

				Pertanian		35,263,425,250.00		33,470,329,966.00		(1,793,095,284.00)		94.92

				Dinas Pertanian dan Kehutanan		35,263,425,250.00		33,470,329,966.00		(1,793,095,284.00)		94.92

				Kehutanan		2,898,865,000.00		2,888,829,542.00		(10,035,458.00)		99.65

				Dinas Pertanian dan Kehutanan		2,898,865,000.00		2,888,829,542.00		(10,035,458.00)		99.65

				Energi dan Sumber Daya Mineral		2,165,000,000.00		1,978,745,500.00		(186,254,500.00)		91.40

				Dinas Pekerjaan Umum		2,165,000,000.00		1,978,745,500.00		(186,254,500.00)		91.40

				Pariwisata		22,270,997,000.00		20,505,856,452.00		(1,765,140,548.00)		92.07

				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		22,270,997,000.00		20,505,856,452.00		(1,765,140,548.00)		92.07

				Kelautan dan Perikanan		16,369,092,250.00		15,944,725,625.00		(424,366,625.00)		97.41

				Dinas Kelautan dan Perikanan		16,369,092,250.00		15,944,725,625.00		(424,366,625.00)		97.41

				Perdangangan		27,880,465,000.00		23,790,592,545.00		(4,089,872,455.00)		85.33

				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan		27,880,465,000.00		23,790,592,545.00		(4,089,872,455.00)		85.33

				Perindustrian		2,890,000,000.00		2,601,793,500.00		(288,206,500.00)		90.03

				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan		2,890,000,000.00		2,601,793,500.00		(288,206,500.00)		90.03

				Transmigrasi		715,000,000.00		691,826,187.00		(23,173,813.00)		96.76

				Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi		715,000,000.00		691,826,187.00		(23,173,813.00)		96.76
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		No		Kode Satuan		Nama SKPD

						(Entitas Akuntansi)

		1		1.01.01		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

		2		1.02.01		Dinas Kesehata

		3		1.02.02		RSUD dr. M. Ashari

		4		1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum

		5		1.06.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		6		1.07.01		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

		7		1.08.01		Kantor Lingkungan Hidup

		8		1.10.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		9		1.14.01		Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

		10		1.15.01		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

		11		1.19.01		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

		12		1.19.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		13		1.19.03		Satuan Polisi Pamong Praja

		14		1.20.03		Sekretariat Daerah

		15		1.20.04		Sekretariat DPRD

		16		1.20.08		Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

		17		1.20.09		Inspektorat

		18		1.20.10		Badan Kepegawaian Daerah

		19		1.20.12		Kecamatan Moga

		20		1.20.13		Kecamatan Pulosari

		21		1.20.14		Kecamatan Belik

		22		1.20.15		Kecamatan Watukumpul

		23		1.20.16		Kecamatan Bodeh

		24		1.20.17		Kecamatan Bantarbolang

		25		1.20.18		Kecamatan Randudongkal

		26		1.20.19		Kecamatan Pemalang

		27		1.20.20		Kecamatan Taman

		28		1.20.21		Kecamatan Petarukan

		29		1.20.22		Kecamatan Ampelgading

		30		1.20.23		Kecamatan Comal

		31		1.20.24		Kecamatan Ulujami

		32		1.20.25		Kecamatan Warungpring

		33		1.20.30		Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

		34		1.20.31		Kelurahan Kebondalem

		35		1.20.32		Kelurahan Pelutan

		36		1.20.33		Kelurahan Sugihwaras

		37		1.20.34		Kelurahan Mulyoharjo

		38		1.20.35		Kelurahan Bojongbata

		39		1.20.36		Kelurahan Paduraksa

		40		1.20.37		Kelurahan Widuri
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		Kodifikasi								Uraian		Masa Manfaat (Tahun)

		1		3						ASET TETAP

		1		3		2				Peralatan dan Mesin

		1		3		2		01		Alat-alat Besar Darat		10

		1		3		2		02		Alat-alat Besar Apung		8

		1		3		2		03		Alat-alat Bantu		7

		1		3		2		04		Alat Angkutan Darat Bermotor		7

		1		3		2		05		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		2

		1		3		2		06		Alat Angkutan Apung Bermotor		10

		1		3		2		07		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor		3

		1		3		2		08		Alat Angkutan Bermotor Udara		20

		1		3		2		09		Alat Bengkel Bermesin		10

		1		3		2		10		Alat Bengkel Tak Bermesin		5
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		Kodifikasi								Uraian		Masa Manfaat (Tahun)

		1		3		2		11		Alat Ukur		5

		1		3		2		12		Alat Pengolahan Pertanian		4

		1		3		2		13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian		4

		1		3		2		14		Alat Kantor		5

		1		3		2		15		Alat Rumah Tangga		5

		1		3		2		16		Komputer Unit		4

		1		3		2		17		Peralatan Komputer		4

		1		3		2		18		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		5

		1		3		2		19		Alat Studio		5

		1		3		2		20		Alat Komunikasi		5

		1		3		2		21		Peralatan Pemancar		10

		1		3		2		22		Peralatan Komunikasi Navigasi		15

		1		3		2		23		Alat Kedokteran		5

		1		3		2		24		Alat Kesehatan		5

		1		3		2		25		Unit-unit Laboratorium		8

		1		3		2		26		Alat Peraga/Praktek Sekolah		10

		1		3		2		27		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		15

		1		3		2		28		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika		15

		1		3		2		29		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan		10

		1		3		2		30		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (Badan Tenaga Atom Nasional/BATAM)		10

		1		3		2		31		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		7

		1		3		2		32		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		15

		1		3		2		33		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi		10

		1		3		2		34		Senjata Api		10

		1		3		2		35		Persenjataan Non Senjata Api		3

		1		3		2		36		Senjata Sinar		5

		1		3		2		37		Alat Khusus Kepolisian		4

		1		3		2		38		Alat Keamanan dan Perlindungan		5

		1		3		2		39		Alat Eksplorasi Topografi		5

		1		3		2		40		Alat Eksplorasi Geofisika		10

		1		3		2		41		Alat Pengeboran Mesin		10

		1		3		2		42		Alat Pengeboran Non Mesin		10

		1		3		2		43		Peralatan Sumur		10

		1		3		2		44		Peralatan Produksi		10

		1		3		2		45		Pengolahan dan Pemurnian		15

		1		3		2		46		Alat Bantu Eksplorasi		10

		1		3		2		47		Alat Bantu Produksi		10

		1		3		2		48		Alat Deteksi		5

		1		3		2		49		Alat Pelindung		5

		1		3		2		50		Alat SAR		2

		1		3		2		51		Alat Kerja Penerbangan		10

		1		3		2		52		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan		10

		1		3		2		53		Unit Peralatan Proses/Produksi		8

		1		3		2		54		Peralatan Olahraga		3

		1		3		3				Gedung dan Bangunan

		1		3		3		01		Bangunan Gedung Tempat Kerja		50

		1		3		3		02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal		50

		1		3		3		03		Bangunan Menara		40

		1		3		3		04		Bangunan Bersejarah		50

		1		3		3		05		Tugu Peringatan		50

		1		3		3		06		Candi		50

		1		3		3		07		Monumen/Bangunan Bersejarah		50

		1		3		3		08		Tugu Peringatan Lain		50
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		Kodifikasi								Uraian		Masa Manfaat (Tahun)

		1		3		3		09		Tugu Titik Kontrol/Pasti		50

		1		3		3		10		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat		7

		1		3		3		11		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara		5

		1		3		3		12		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut		15

		1		3		4				Jalan, Irigasi, dan Jaringan

		1		3		4		01		Jalan		10

		1		3		4		02		Jembatan		50

		1		3		4		03		Bangunan Air Irigasi		50

		1		3		4		04		Bangunan Air Pasang Surut		50

		1		3		4		05		Bangunan Air Rawa		25

		1		3		4		06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		10

		1		3		4		07		Bangunan Pengembangan Sumber  Air dan Air Tanah		30

		1		3		4		08		Bangunan Air Bersih/Baku		40

		1		3		4		09		Bangunan Air Kotor		40

		1		3		4		10		Bangunan Air		40

		1		3		4		11		Instalasi Air Minum/Air Bersih		30

		1		3		4		12		Instalasi Air Kotor		30

		1		3		4		13		Instalasi Pengolahan Sampah		10

		1		3		4		14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		10

		1		3		4		15		Instalasi Pembangkit Listrik		40

		1		3		4		16		Instalasi Gardu Listrik		40

		1		3		4		17		Instalasi Pertahanan		30

		1		3		4		18		Instalasi Gas		30

		1		3		4		19		Instalasi Pengaman		20

		1		3		4		20		Instalasi Lain		5

		1		3		4		21		Jaringan Air Minum		30

		1		3		4		22		Jaringan Listrik		40

		1		3		4		23		Jaringan Telepon		20

		1		3		4		24		Jaringan Gas		30
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		No		Kode Satuan		Nama SKPD

						(Entitas Akuntansi)

		41		1.20.38		Kelurahan Wanarejan Selatan

		42		1.20.39		Kelurahan Beji

		43		1.20.40		Kelurahan Petarukan

		44		1.20.41		Kelurahan Purwoharjo

		45		1.21.01		Kantor Ketahanan Pangan

		46		1.22.01		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

		47		1.24.01		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

		48		2.01.01		Dinas Pertanian dan Kehutanan

		49		2.04.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

		50		2.05.01		Dinas Kelautan dan Perikanan
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		No		Aset Tetap				Belanja/Pengeluaran

		1		Tanah				1.		Harga Pembelian/Pembebasan Tanah;

								2.		Biaya Pembebasan/Ganti Rugi;

								3.		Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (Biaya Pembuatan Sertifikat, Pelepasan Hak, Permohonan Hak Pakai Tanah);

								4.		Biaya Pematangan, Pematokan, Pengukuran, dan Perurugan/ Penimbunan;

								5.		Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

		2		Peralatan dan Mesin

				a.		Pembelian Peralatan dan Mesin siap dipakai		1.		Harga Pembelian Peralatan dan Mesin (PPN & PPh)

								2.		Ongkos Angkut;

								3.		Biaya Asuransi Pengiriman;

								4.		Biaya Instalasi/Pemasangan;

								5.		Biaya selama masa Uji Coba;

				b.		Pembuatan Peralatan dan Mesin		1.		Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

										a.		Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

										b.		Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

										c.		Biaya Perizinan;

										d.		Jasa Konsultan;

								2.		Yang dilaksanakan secara swakelola:

										a.		Biaya Bahan Baku;

										b.		Upah Tenaga Kerja;

										c.		Sewa Peralatan;

										d.		Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

										e.		Jasa Konsultan;

										f.		Biaya Perizinan;

		3		Gedung dan Bangunan				1.		Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan)

										a.		Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak;

										b.		Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

										c.		Biaya Perizinan;

										d.		Jasa Konsultan;

										e.		Biaya Pengosongan dan Pembongkaran bangunan lama;
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		No		Aset Tetap		Nilai Kapitalisasi

		1		Tanah				Tidak dibatasi

		2		Peralatan dan Mesin				$   400,000.00

		3		Gedung dan Bangunan				$   5,000,000.00

		4		Jalan, Irigasi, dan  Jaringan

				-  Jalan				$   10,000,000.00

				-   Irigasi				$   5,000,000.00

				-  Jaringan				$   400,000.00

		5		Aset Tetap Lainnya				Tidak dibatasi

		6		Konstruksi Dalam Pengerjaan				Tidak dibatasi
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		No		Uraian		Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur

						1 s.d 2 Tahun		2 s.d 3 Tahun		3 s.d 4 Tahun		Lebih dari 4 Tahun

		1		Investasi Non Permanen                Dana Bergulir		25%		50%		75%		100%






